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INTI SARI 

 

Perluasan fungsi aparat pengawasan interen pemerintah sejak tahun 2008 menimbulkan 

paradigma baru pengawasan internal di republik Indonesia. Paradigma ini mewajibkan 

aparat pengawas interen pemerintah untuk memberikan pelayanan konsultasi di 

samping kegiatan pengawasan. Wajibnya pelayanan konsultasi ditandai dengan 

diterbitkannya berbagai peraturan tentang pelaksanaan dan mekanisme fungsi tersebut. 

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan fungsi konsultasi ini tidak dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan-peraturan itu. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi 

sejauh mana pelaksanaan fungsi konsultasi tersebut dan menganalisis permasalahan-

permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan fungsi itu pada Inspektorat Kota 

Bandar Lampung. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga menganalisis berbagai 

konflik, kesenjangan, dan penyalahgunaan fungsi pada Inspektorat Kota Bandar 

Lampung sebagai salah satu contoh aparat pengawasan intern pemerintah. Metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengetahui secara 

mendalam penerapan fungsi konsultasi, berdasarkan wawancara semi terstruktur dan 

telaah dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan 

belum memadainya pelaksanaan fungsi konsultasi yang dilakukan Inspektorat Kota 

Bandar Lampung berdasarkan tiga elemen standar audit intern pemerintah Indonesia 

(SAIPI). Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan terkait kekosongan hukum, 

jumlah sumber daya auditor dan anggaran inspektorat. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan fungsi karena konflik peran 

ganda antara pelayanan konsultasi dan pengawasan pada APIP sehingga menciptakan 

kesenjangan realisasi kinerja antara target pencapaian dan anggaran. 

Kata Kunci: APIP, Konsultasi, Pengawasan, Konflik Peran, Penyalahgunaan fungsi, 

Kesenjangan Kinerja, SAIPI 
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I. Pendahuluan 

Konsep penyediaan fungsi konsultasi 

dalam kegiatan audit internal bukan 

sepenuhnya hal yang baru. Disadari 

ataupun tidak mereka telah melakukan 

upaya konsultasi sebagai respons cepat 

yang dikeluarkan auditor internal dalam 

mengendalikan kelemahan temuan-

temuan pengawasan internal (Treasury 

2010, 3). Namun, konsep tersebut 

berubah ketika muncul peraturan 

sistematis yang memaksa konsep penye-

diaan konsultasi dari tindakan sukarela 

menjadi tindakan kewajiban (man-

datory). Perubahan tersebut terlihat jelas 

pada audit internal sektor pemerintahan. 

Kewajiban penyediaan jasa konsultasi 

pada auditor internal pemerintah 

berubah sejak diberlakukannya Pera-

turan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 

2008 yang mewajibkan perluasan fungsi 

konsultasi (consulting) bagi aparat 

pengawas intern pemerintah (APIP) di 

samping fungsi utamanya sebagai 

pengawas pemerintahan. Selain itu, 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 

Tahun 2014 dan Peraturan Kepala 

(Perka) Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 

2015 juga mempertegas kewajiban 

fungsi konsultasi tersebut. 

Sebagai salah satu APIP di 

wilayah provinsi Lampung, Inspektorat 

Kota Bandar Lampung telah berupaya 

melaksanakan fungsi konsultasi. Namun 

terdapat indikasi bahwa konsultasi yang 

diberikan belum memadai. Keadaan itu 

diketahui dari program kerja penga-

wasan tahunan (PKPT) yang belum 

menyajikan program konsultasi. Selain 

itu juga, wawancara awal menyebutkan 

kegiatan konsultasi yang telah berjalan 

selama ini belum terdokumentasi ke 

dalam dokumen atau laporan sejenis 

secara lengkap.  

“Secara de facto mereka jalan, de 

jure-nya secara program (konsultasi 

sendiri) secara itu tidak diformalkan, 

...itu jalan! masalahnya mereka mau 

memanfaatkannya atau tidak, 

...hanya apakah sifatnya formil atau 

tidak formil, tertuang dalam PKPT 

atau tidak... itu mereka jalan”. (HS, 

Konsultan Daerah Provinsi 

Lampung) 

Beberapa masalah lain seperti 

tindak lanjut temuan BPK (Badan 

Pengawas Keuangan) per Desember 

2016 menunjukkan terdapat 67 kasus 

senilai Rp 9.943.650.000,- yang belum 

ditindak lanjuti juga menambah indikasi 

tersebut. Oleh karena latar belakang di 

atas, penelitian ini akan melakukan 

analisis mengenai peran Inspektorat 

Kota Bandar Lampung sebagai APIP 

penyedia jasa konsultasi. Perbandingan 

dengan aturan yang mewajibkan pera-

nan tersebut berserta indikator standar 

minimum audit internal dengan praktik 

di lapangan menjadi proses yang akan 

digali dalam penelitian ini. 

 

II. Kajian Pustaka 

2.1 Teori Kepatuhan (Complience 

Teori) 

Milgram (1974) menyebutkan kepatuhan 

sebagai perilaku ketaatan terhadap suatu 

tuntutan yang tidak ia suka ataupun 

kehendaki. Lebih lanjut, Fisher (1981) 

dalam Mitchell (1996,3) mendefinisikan 

kepatuhan sendiri (compliance it self) 

sebagai perilaku seseorang (actors) yang 

sesuai dengan aturan eksplisit dari suatu 

perjanjian (treaty). Kepatuhan meru-

pakan konsekuensi yang mengharuskan 

seseorang untuk berperilaku sesuai 
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dengan aturan yang disepakati sekalipun 

seseorang tersebut tidak menyukai 

ataupun menghendaki per-janjian yang 

mengatur tersebut. Di antara peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia seperti PP Nomor 60 Tahun 

2008 dan Permendagri Nomor 23 tahun 

2007 merupakan treaty yang memaksa 

APIP (actor) untuk mem-berikan dan 

melaporkan kegiatan kon-sultasi 

(consulting) bersamaan dengan kegiatan 

pengawasannya.  

 Lebih lanjut, kepatuhan seorang 

actor dipengaruhi oleh dua perspektif 

yaitu perspektif instrumental dan 

perspektif normatif (Tyler 1990, 3-4). 

Kedua perspektif tersebut didasari 

perilaku penolakan suatu aturan yang 

berlawanan dengan kepentingan pri-

badinya (Milgram 1974; Fisher 1981; 

Tyler 1990; dan Mitchell 1996). 

Perspektif instrumental mengasumsikan 

suatu individu berkeinginan mengikuti 

suatu aturan apabila kepentingan pribadi 

dan rasionalisasi dirinya memiliki 

hubungan dengan aturan tersebut sedang-

kan perspektif normatif mengasumsikan 

keinginan mengikuti aturan timbul 

dikarenakan nilai-nilai moral yang ter-

dapat dalam aturan tersebut. Namun 

ketika konsekuensi yang timbul tersebut 

bukan berasal dari keinginan pribadi 

maka faktor-faktor seperti tekanan 

(coercive) dan atau perilaku meniru 

(mimetic) dapat mendasari seorang actor 

untuk menaati peraturan yang ada 

(DiMaggio dan Powell 1983 dalam 

Donaldson 1995). 

 

2.2 Konsultasi yang Memadai 

Konsultasi merupakan fungsi yang 

dilakukan audit internal guna mem-

berikan nilai tambah dan kontribusi ke 

arah efektivitas organisasi. Gansberghe 

(2005) dalam IIAN (2015) mengatakan 

apabila kegiatan konsultasi diasumsikan 

berjalan secara profesional maka manfaat 

berupa kelancaran dan keefektifan dalam 

pencapaian tujuan yang mengakibatkan 

peningkatan kinerja dapat terjadi sebagai 

bentuk konsekuensinya. IIA (1999) 

menyebutkan konsultasi sebagai jasa 

pemberian saran (advisory) terkait 

dengan kegiatan auditi (client) sesuai 

dengan persetujuan dan kesepakatan yang 

diminta auditi guna memberikan nilai 

tambah (value added) dan meningkatkan 

tata kelola organisasi, manajemen risiko, 

dan proses pengendalian dengan 

tanggung jawab berada pada manajemen 

(auditi). Agar konsultasi dapat mem-

berikan nilai tambah maka kegiatan 

konsultasi harus dilaksanakan sesuai 

peraturan atau standarnya. Peraturan 

Menteri PAN-RB Nomor: Per/ 05/ 

M.PAN/ 03/ 2008 menyebutkan standar 

audit intern pemerintah Indonesia 

(SAIPI) merupakan suatu standar 

minimal yang harus dimiliki oleh APIP 

dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 

Dalam SAIPI disebutkan terdapat tiga 

standar utama yang mengatur pelak-

sanaan fungsi konsultasi, yaitu (1) prinsip 

umum, terdiri dari ketersediaan piagam 

audit dan independensi /profesio-nalisme 

auditor (2) standar umum, terdiri dari 

kompetensi ber-kelanjutan dan kecer-

matan profesional, dan (3) standar 

pelaksanaan terdiri dari penugasan la-

pangan dan pengamanan dan retensi 

catatan penugasan. 

 

III. Metode Penelitian 

Pendekatan kualitatif dengan metode 

dokumentasi dan wawancara digunakan 

dalam penelitian ini dengan tujuan 
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melaporkan suatu kasus instrumental 

tunggal pada Inspektorat Kota Bandar 

Lampung. Penggunaan kasus tunggal 

yang terjadi dimaksudkan untuk 

mengilustrasikan secara deskriptif reaksi 

Inspektorat Kota Bandar Lampung 

mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan 

hambatan dalam menjalankan kewajiban 

fungsi konsultansi pada kegiatan 

pengawasan mereka. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data primer dan data 

sekunder. Data primer digunakan sebagai 

data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian melalui prosedur wawancara 

semi terstruktur. Wawancara ditujukan 

kepada elemen-elemen Inspektorat Kota 

Bandar Lampung yang memiliki keter-

libatan langsung dalam perencanaan dan 

pelaksanaan jasa konsultansi. Elemen-

elemen tersebut diantaranya, yaitu (1) 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan, (2) Inspektur/Wakil Inspektur, 

(3) Jabatan Fungsional Auditor, (4) 

Jabatan Fungsional Pengawas Peme-

rintah, dan (5) Obrik /Auditi /SKPD 

terkait. 

Selain data primer tersebut, data 

sekunder juga digunakan baik berbentuk 

dokumen-dokumen terkait program 

pengawasan yakni berupa arsip dan 

dokumen publik maupun dokumen terkait 

program-program inspektorat. Di antara 

dokumen yang digunakan, yaitu: (1) 

rencana strategis Inspektorat Kota Bandar 

Lampung Tahun 2016-2021, (2) laporan 

kinerja inspektorat tahun 2016, (3) 

laporan rekapitulasi pemantauan tindak 

lanjut temuan BPK tahun 2005-2016, (4) 

peraturan Wali Kota Bandar Lampung 

Nomor 46/II.2/HK/2017, (5) pagu 

anggaran Inspektorat Kota Bandar 

Lampung tahun 2016-2017, (6) surat 

perintah tugas Juli 2017, (7) anggaran 

pendapatan belanja daerah Kota Bandar 

Lampung 2005-2016, dan (8) program 

kerja pengawasan tahun 2017. 

Kemudian data-data tersebut 

dianalisis dengan memerhatikan tiga 

komponen utama secara berurutan dan 

berulang, yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), 

dan pengambilan atau verifikasi 

kesimpulan  (drawing and verifying 

conclusions) (Miles dan Huberman 

1994). Proses pengujian data dilakukan 

dengan melakukan triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber, metode, penyidik, 

dan teori (Denzin 1978 dalam Moleong 

2015, 330). 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Fungsi Konsultasi di Inspektorat 

Kota Bandar Lampung 

Tujuan utama dari kegiatan konsultasi 

ialah memicu tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik melalui upaya 

pembinaan awal (early warning) dan 

tindak lanjut. Upaya mencapai tujuan 

tersebut telah dilakukan Inspektorat Kota 

Bandar Lampung dengan melakukan dua 

jenis konsultasi, yakni konsultasi reguler 

dan konsultasi khusus. Konsultasi reguler 

merupakan konsultasi yang dilakukan 

bersamaan dengan agenda kegiatan 

pengawasan tahunan (post audit), se-

hingga perencanaan konsultasi reguler ini 

tidak dilakukan secara terpisah dalam 

rangkaian program pengawasan tahunan. 

Sedangkan konsultasi khusus diberikan 

untuk menyelesaikan penyimpangan-

penyimpangan baik berupa keuangan 

maupun administratif. Adanya dua 

kegiatan konsultasi tersebut menjadi 

bentuk upaya peningkatan aktivitas 

pencegahan temuan lapangan. Selain itu 
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juga, konsultasi reguler dan konsultasi 

khusus dapat memberikan dorongan bagi 

SKPD atau obrik dalam menyelesaikan 

rekomendasi-rekomendasi temuan yang 

mereka miliki. Salah satu contohnya ialah 

konsultasi yang diberikan terkait 

permasalahan dinas pendidikan kota 

mengenai tunggakan pembayaran gaji 

guru sekolah menengah atas (SMA) se-

Kota Bandar Lampung akibat peralihan 

pengelolaan gaji guru SMA dari 

tanggung jawab pemerintah kota menjadi 

pemerintah provinsi. 

 

4.2 Konsultasi Tim Tindak Lanjut 

Selain dari pada jenis konsultasi 

sebelumnya, upaya yang ditunjukkan 

oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung 

ialah membentuk tim khusus yang 

menangani permasalahan tindak lanjut.. 

Tim tersebut bertujuan untuk 

mempercepat proses pelaksanaan reko-

mendasi dari temuan internal maupun 

eksternal dengan cara pembinaan dan 

pendampingan (konsultasi). Tim ini 

merupakan kelompok temporer yang 

dikepalai kasubbag Evaluasi dan 

Pelaporan yang bertugas ketika kasus dan 

atau rekomendasi internal maupun 

eksternal melewati batas waktu 

penyelesaian rekomendasi (60 hari 

setelah LHP diberikan). Hasil dari 

kegiatan tim ini ialah laporan status 

rekomendasi yang akan dipergunakan 

oleh bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk 

mencatat status dari kasus maupun 

temuan tersebut. Status yang dimaksud 

ialah kondisi terakhir yang telah dicapai, 

yakni: Sudah sesuai rekomendasi (S), 

Belum sesuai rekomendasi (BS), dan 

Belum ditindaklanjuti (BT). Namun 

Inspektorat Kota Bandar Lampung belum 

melakukan pendokumentasian dan re-

tensi akan  jenis dan tindakan konsultasi 

atas hal tersebut. 

 

4.3 Problematika Konsultasi di 

Inspektorat 

 

4.3.1 Kekosongan Hukum 
Hukum yang dimaksud ialah peraturan 

yang berlaku terkait fungsi konsultasi. 

Peraturan nasional maupun aturan profesi 

pengawas internal memang telah mem-

berikan bagian tersendiri pada pasal-

pasalnya untuk mencakup fungsi ini. 

Namun penjelasan mendetail seperti 

penjelasan fungsi pengawasan belum 

didapati hingga saat ini. Keadaan ini 

diperkeruh dengan tidak adanya pera-

turan daerah atau peraturan instansi di 

lingkungan Inspektorat Kota Bandar 

Lampung, sehingga pelaksanaan kon-

sultasi dan kegiatan tim tindak lanjut 

hanya didasari pengalaman dan praktik 

teknis. Attamimi (1992,8) mengatakan 

ketika suatu pelaksanaan aktivitas hanya 

didasari oleh pengalaman dan praktik 

tanpa ada koridor atau batasan-batasan 

yang informatif maka pelaksaan aktivitas 

tersebut akan jauh dari hasil yang 

diharapkan. 

 

4.3.2 Jumlah Jabatan Fungsional dan 

Temuan Belum Selesai  
Di antara problematika yang dihadapi 

oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung 

ialah rendahnya jumlah jabatan fung-

sional dengan diikuti meningkatnya 

luasan wilayah pengawasan dan temuan 

material yang belum terselesaikan. Di 

dalam rencana strategis Inspektorat Kota 

Bandar Lampung diketahui bahwa 

jumlah jabatan fungsional hingga tahun 

2016 ialah 30 orang. Jumlah tersebut 
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terdiri dari 15 orang fungsional auditor 

dan 15 pengawas pemerintah.  

 Permasalahan jumlah auditor 

tersebut juga diperkeruh dengan semakin 

berkurangnya auditor dikarenakan masa 

jabatan dan banyaknya persyaratan dalam 

proses pengangkatan auditor fungsional. 

Permasalahan kedua ialah temuan-

temuan yang belum selesai (BS). 

Banyaknya jumlah temuan BS dapat 

menurunkan kinerja inspektorat karena 

inspektorat akan sibuk menyelesaikan 

temuan-temuan tahun sebelumnya dan 

temuan pada tahun berjalan. 

 

4.3.3 Anggaran Inspektorat 
Pada permasalahan Inspektorat Kota 

Bandar Lampung ini didapati bahwa 

keinginan mereka untuk melaksanakan 

tugas pelayanan dan pengawasan yang 

lebih baik terkendala dengan kemampuan 

finansial yang mereka miliki. Sehingga 

mengharuskan mereka menerapkan prio-

ritas pada program reguler dan kegiatan 

mereka serta menunda rencana-rencana 

peningkatan kapabilitas. Padahal apabila 

lampiran huruf D Nomor (11) 

Permendagri Nomor 44 Tahun 2008 yang 

mensyaratkan anggaran APIP minimal 

1% dari APBD tidak mustahil rencana 

peningkatan kapabilitas Inspektorat Kota 

Bandar Lampung dapat segera 

dilaksanakan.  

 

4.4 Konsultasi Menurut Standar Audit 

Internal 

Standar Audit Internal Pemerintah 

Indonesia (SAIPI) mensyaratkan tiga 

prinsip dengan enam standar minimal 

yang harus dimiliki dan dilakukan terkait 

penerapan fungsi konsultasi. Dari enam 

elemen tersebut Inspektorat Kota Bandar 

Lampung hanya mampu memenuhi dua 

dari enam standar, yaitu kepemilikan 

piagam audit dan penyediaan pelatihan 

kompetensi berkelanjutan. Sedangkan 

empat standar lainnya seperti inde-

pendensi auditor, kecermatan pro-

fesional, penugasan lapangan, dan 

pengamanan catatan kegiatan konsultasi 

dinilai tidak memadai berdasarkan data 

lapangan dan telaah dokumen. Tidak 

dapatnya mereka memenuhi standar 

tersebut ditengarai permasalahan-

permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

 

4.5 Independensi dan Kekuatan 

Koersif  

Idealnya auditor dapat bersikap 

independen apabila aktivitas pengawasan 

atau pemeriksaan yang mereka lakukan 

tidak diganggu dengan berbagai 

kepentingan baik itu kepentingan auditor 

itu sendiri maupun kepentingan sebagian 

golongan. Independensi yang dimiliki 

oleh APIP dalam hal ini auditor inspek-

torat daerah telah terganggu secara 

kelembagaan. Dikatakan terganggu 

karena auditor inspektorat sebagai unsur 

pengawas penyelenggaraan pemerintah 

daerah secara struktural organisasi 

diharuskan untuk mempertanggung-

jawabkan tugasnya langsung kepada 

pimpinan daerah (Pasal 12 ayat (1) – (5) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Orga-

nisasi Perangkat Daerah). Adanya 

hubungan langsung tersebut dapat 

menimbulkan gangguan independensi 

(Ahmad dan Taylor, 2009).  Gangguan 

tersebut muncul apabila pimpinan daerah 

dengan wewenangnya mengendalikan 

aktivitas pelaporan inspektorat sesuai 

dengan kepentingan pribadi (personal 

abuse) ataupun kepentingan politik 
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(politic abuse). Ahmad dan Taylor (2009) 

menyebutkan gangguan tersebut sebagai 

konflik inter-role (inter-role conflict).  Di 

satu sisi auditor harus mematuhi dan 

menjaga standar profesinya sedangkan di 

sisi lain mereka juga diharuskan untuk 

mematuhi peraturan-peraturan peme-

rintah. 

 Ketika dalam penerapan peratu-

ran pemerintah tersebut terdapat penyim-

pangan (abuse) maka auditor inspektorat 

akan melakukan seperti apa yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar 

Lampung yakni melaksanakan tugas dan 

kewajibannya secara formalitas saja. 

Mereka akan berusaha untuk memberikan 

dan melaksanakan tugasnya dengan 

hanya menuruti keinginan atau tekanan-

tekanan yang ditimbulkan dari aturan dan 

kepentingan yang ada. Teori kepatuhan 

menjelaskan hal ini sebagai kecende-

rungan tekanan koersif (coercive power), 

yakni ketika seorang actor bersikap patuh 

akan suatu peraturan (treaty) disebabkan 

bukan karena ke-inginan pribadi atau 

moralnya melainkan tekanan-tekanan 

eksternal seperti peraturan ataupun 

kepentingan pimpinan. Ashworth dan 

Delbridge (2009) menjelaskan ketika 

aktivitas suatu organisasi yang didasari 

tekanan kekuatan koersif maka timbul 

kecenderungan untuk lebih mempertim-

bangkan pengaruh politik ketimbang hal 

teknis agar organisasi tersebut terlihat 

baik oleh pihak luar organisasi (Hess 

2007). 

 

4.6 Independensi, Kesenjangan, dan 

Penyalahgunaan 

Independensi seorang auditor internal 

dapat terganggu apabila dia melakukan 

dua tugas atau fungsi yang memiliki 

tujuan yang berbeda. Peran ganda yang 

dimiliki auditor internal muncul setelah 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 ditetapkan. Adanya kekuatan 

koersif (coercive power) yang memaksa 

auditor internal sebagai actor untuk 

tunduk dan patuh terhadap treaty tersebut 

menyebabkan timbulnya konflik intra-

sender (Ahmad dan Taylor 2009). 

Walaupun penelitian ini dan beberapa 

penelitian lain seperti Ahmad dan Taylor 

(2009), Simunic (1984), dan Cohen 

(1978) gagal menunjukkan adanya bukti 

bahwa konflik intra-sender tersebut, 

namun fakta lain dari adanya peran ganda 

tersebut menunjukkan timbulnya kesen-

jangan kinerja (slack performance), 

ketika dua peran tersebut dilaksanakan 

secara bersamaan. Di antara slack 

performance yang didapati pada pene-

litian ini ialah kecenderungan penentuan 

target di bawah kemampuan yang 

sebenarnya mereka miliki. 

 Kecenderungan tersebut terlihat 

ketika realisasi kinerja selalu maksimal 

namun penyerapan anggaran tidak 

optimal. Bukan berarti terjadi peng-

hematan, anggaran pemerintahan berbeda 

dengan anggaran privat. Ketika anggaran 

pemerintahan yang sifatnya hampir kaku 

mengalami penyerapan anggaran yang 

rendah maka terdapat dua kemungkinan, 

yaitu (1) perencanaan anggaran yang 

tidak baik; dan (2) penentuan target 

realisasi yang tidak proporsional dengan 

kemampuan. Pada kasus penelitian ini 

wawancara pada beberapa partisipan dan 

telaah dokumen kuat mengindikasikan 

dugaan adanya slack performance pada 

Inspektorat Kota Bandar Lampung. 

 

Simpulan 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, 

yaitu mengidentifikasi sejauh mana 
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penerapan fungsi konsultasi di Inspek-

torat Kota Bandar Lampung dan meng-

analisis kendala-kendala yang ditim-

bulkan dari penerapan fungsi tersebut. 

Berdasarkan analisa yang telah di-

lakukan, diketahui bahwa Inspektorat 

Kota Bandar Lampung telah melak-

sanakan aktivitas perencanaan konsultasi 

yang bersifat reguler dan khusus.. Dalam 

melaksanakan konsultasi tersebut ter-

dapat beberapa kendala yang terjadi, 

yaitu (1) kekosongan hukum, (2) jumlah 

jabatan fungsional dan temuan belum 

selesai, (3) anggaran inspektorat, (4) 

permasalahan lain terkait P2UPD. Selain 

daripada itu, pelaksanaan konsultasi 

Inspektorat Kota dinilai belum memadai 

terlihat dari hanya dua dari enam elemen 

SAIPI yang terpenuhi dan terdapat 

indikasi gangguan independensi dan 

kesenjangan kinerja yang berujung pada 

penyalahgunaan fungsi. 

 

Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan 

diantaranya, yaitu (1) Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dihimbau untuk mem-

prioritaskan pengawasan dan pembinaan 

dengan mengalokasikan belanjanya se-

cara proporsional dan bersegera dalam 

pembentukan pemutakhiran piagam audit 

yang bertujuan memberikan nilai tambah 

(value added) bagi tata kelola pemerin-

tahan, (2) Pimpinan Inspektorat Kota 

Bandar Lampung dihimbau untuk mem-

buat suatu standar kerja yang lebih baik 

dan terbaru sesuai fungsi-fungsi yang 

dimiliki dan meningkatkan frekuensi 

pelatihan kantor sendiri serta me-

manfaatkan prosedur inpassing guna 

menambah jumlah jabatan fungsional. 

 

 

Keterbatasan 

Di antara keterbatasan penelitian ini 

yaitu: 

1. Peneliti sulit memperoleh bukti 

lapangan terkait pelaksanaan kon-

sultasi yang masih bersifat teknis 

2. Telaah dokumen bagi suatu 

kebijakan baru merupakan tantangan 

yang penulis hadapi dalam me-

nyusun tesis terkait perluasan fungsi 

konsultasi pada APIP yang mulai 

giat direalisasikan pada tahun 2015 

secara nasional dan awal tahun 2016 

pada pemerintahan daerah 

3. Penelitian ini dapat dikatakan hanya 

meneliti dari sudut pandang inspek-

torat saja. Sumber-sumber data yang 

berasal dari eksternal inspektorat 

hanya terbatas pada pernyataan satu 

orang partisipan dengan ditambah 

dokumen-dokumen terkait. Upaya 

perluasan partisipan tidak mampu 

terealisasikan karena penolakan 

kesediaan beberapa calon partisipan 

dan lamanya waktu konfirmasi bagi 

partisipan di luar inspektorat menjadi 

permasalahan yang perlu diper-

hitungkan. 
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